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ABSTRAK 
 

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai kepulauan dan mempunyai 
beraneka ragam suku-bangsa, budaya dan juga agama. Dengan adanya berbagai macam suku, 
budaya dan juga agama yang berbeda-beda tersebut, masyarakat atau penduduk suatu negara 
dituntut untuk mempunyai kepekaan terhadap problematika masyarakat yang ada. Karena, setiap 
persoalan di masyarakat akan mudah menyulut amarah bagi sebagian masyarakat baik itu 
individu maupun kelompok. Sebagaimana kerusuhan atau konflik yang terjadi baik itu antar 
perorangan maupun antar kelompok merupakan akibat dari kesalah-pahaman dalam interaksi di 
masyarakat, dan munculnya konflik terkadang diakibatkan oleh adanya persoalan sepele. 
Namun, karena persoalan yang ada tersebut di olah sedemikian rupa dengan isu-isu yang dapat 
menimbulkan reaksi massa. Maka, hal itu memunculkan konflik atau kerusuhan dengan 
mengatasnamakan kelompok atau golongan. 

Kelompok etnis, agama maupun kesukuan merupakan faktor utama dalam memunculkan 
konflik atau kerusuhan dalam kehidupan masyarakat. Dimana, suatu negara dengan tingkat 
kemajemukan yang tinggi seperti Indonesia merupakan tempat yang mudah mengalami konflik. 
Kerusuhan merupakan kejahatan dengan melibatkan begitu banyak massa, dimana menimbulkan 
kerugian yang signifikan baik psikologis, fisik maupun material. Hal tersebut tidak sesuai dengan 
dasar negara dan juga undang-undang. Masyarakat harus diperlakukan dengan seadil-adilnya. 
Ketika rasa keadilan yang diharapkan tidak terpenuhi, maka akan memunculkan reaksi massa 
anarkistis. 

Dengan munculnya reaksi massa anarkis sedikit banyak akan menimbulkan gangguan 
terhadap keamanan suatu negara. Disintegrasi bangsa lambat laun akan terjadi jikalau kejadian-
kejadian yang melibatkan masyarakat secara massal - akibat kurangnya rasa keadilan di 
dalamnya - tidak segera di cegah. Maka, hal tersebut perlu dilakukan pencegahan baik dengan 
jalan diskusi antar pelaku kerusuhan. Selain itu kasus kerusuhan massal perlu diselesaikan 
dengan jalur hukum, Dan dalam hal ini penulis mencoba menguraikan kasus kerusuhan massal 
dengan berlandas pada hukum dan undang-undang dengan mencari hubungan antar pelaku yang 
terlibat didalamnya serta bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pembuat kerusuhan massal 
dalam pandangan hukum Islam. 

Berdasarkan hukum pidana baik positif maupun hukum Islam telah di atur tentang 
pertanggungjawaban pidana bagi para pelakunya. Dimana dalam kasus kerusuhan massal penulis 
mencoba untuk menganalisa berdasarkan hukum. Adapun faktor utama dari pertanggungjawaban 
pidana baik positif maupun hukum Islam adalah sama yaitu tergantung pada terjadinya 
pelanggaran, yakni perbuatan melawan hukum atau kemaksiatan. Selain itu pertanggungjawaban 
dapat ditegakkan atas tiga hal yakni: 1) adanya perbuatan yang dilarang, 2) dikerjakan dengan 
kemauan sendiri, 3) mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. 
Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil 
(akibat) perbuatan yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-
maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. 

 Dalam KUHP telah dicantumkan tentang adanya penyertaan yang terbagi menjadi: 
pelaku atau pleger, yang menyuruhlakukan atau doenpleger, yang turut serta atau medepleger 
serta Penganjur atau uitlocker. Sedangkan dalam hukum pidana Islam di kenal dengan istilah 
orang yang turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan jarimah disebut syarik Mubasyir 
dan orang yang tidak turut berbuat secara langsung melakukan jarimah disebut syarik 
mutasabbib. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam 

penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen 

Agama dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 

157/1987 dan 05936/1987. 

I.  Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin  Nama 

  alif  tidak dilambangkan  tidak dilambangkan ا

  ba’ b Be ب

 ta’ t Te ت

 sa ś Es (dengan titik atas) ث

 jim j Je ج

 h h Ha (dengan titik bawah) ح

 kha’ kh Ka dan Ha خ

 dal d De د

 zal ź Ze (dengan titik di atas) ذ

 ra’ r Er ر

  zai  z  Zet ز

  sin  s Es س

  syin  sy  Es dan Ye ش

 sad  ş Es (dengan titik di ص

bawah)  

 dad  d De (dengan titik di ض

bawah) 
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 ta’  Ń Te (dengan titik di ط  

bawah) 

 za’  z Zet (dengan titik di ظ

bawah) 

  ain  ‘ Koma terbalik di atas’ ع

  gain  g Ge غ

  fa’ f Ef ف

  qaf  q Qi ق

 kaf  k Ka ك

  lam l ’el ل

  mim m ’em م

  nun  n ’en ن

 waw w W و

  ha’ h Ha 

 hamzah ’ Apostrof ء

 ya’ y Ye ي

 

II.  Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 ditulis Muta’aqqidah )'&%$ة

 ditulis ’Iddah ($ة

 

II. Ta’ Marbûtah di Akhir Kata 

a. Bila dimatikan tulis h  
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*+,- ditulis Hikmah  

*./0 ditulis Jizyah  

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua ini terpisah, 

maka ditulis dengan h  

  ’ditulis Karāmah al-auliyā آ6ا)* ا4و123ء

c. Bila ta’ marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah , dan 

dammah ditulis t  

  ditulis Zakāh al-fitr زآ1ة ا6893

 

IV. Vokal Pendek 

َ fathah ditulis A 

ِ kasrah ditulis I 

ُ dammah ditulis U 

 

V.  Vokal Panjang 

1. Fathah + alif  

 10ه=2*
ditulis 

ditulis 

Ā 

Jāhiliyyah 

2. Fathah + ya’ mati  

@ABC 
ditulis 

ditulis 

Ā 

 

Tansā 

 

3. Kasrah + yâ mati  

D.6آ 
ditulis 

ditulis 

Ī 

Karīm 

4. Dammah + wawu mati  

 6Fوض
ditulis 

ditulis 

ū 

Furūd 
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VI. Vokal Rangkap 

1. Fathah + ya’ mati  

D,B2H 
ditulis 

ditulis 

ai  

bainakum  

2. Fathah + wawu mati  

 IJل
ditulis 

ditulis 

au  

qaul  

 
VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof  

D'Kأأ ditulis  a’antum  

  ditulis  u’iddat أ($ت

DC6,M NO3 ditulis  La’ain syakartum  

 
VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf qomariyah ditulis al 

 ditulis  Al-Qur'ān اP6%3ن

 ditulis  Al-Qiyās ا3%12س

 
b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf 

syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 

 ’ditulis  As-Samā اA3+1ء

+Q3اR  ditulis  Asy-Syams  

 
IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut 

penulisannya  

  ditulis  Źawi al-furūd ذوى ا693وض

 *BA3ا Tاه ditulis  Ahl as-sunnah  
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“Janganlah Memandang Kecil Kesalahan (Dosa) 

 Tetapi Pandanglah Kepada Siapa yang Kamu Durhakai” 

(H.R. Ath-Thusi) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kekayaan 

berlimpah dan terdiri atas beberapa kepulauan yang mempunyai beraneka-ragam 

budaya, suku-bangsa, dan agama. Kondisi negara yang mempunyai penduduk 

dengan latar belakang berbeda tersebut menyebabkan tiap golongan memiliki 

cara berfikir dan bertindak sendiri dalam mewujudkan kepentingannya sesuai 

dengan filosofi hidupnya yang dipengaruhi oleh keyakinan yang dianutnya, 

kulturnya dan tuntutan situasi. Ditambah pula manusia sebagai makhluk sosial 

dan makhluk politik mempunyai “dua sifat yang bertentangan satu sama lain; di 

satu pihak dia ingin kerja sama, di pihak lain dia cenderung untuk bersaing 

dengan sesama manusia”. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan dengan begitu 

mudahnya timbul konflik di antara mereka. Sebab, masyarakat yang terdiri dari 

berbagai golongan dan mempunyai perbedaan yang tajam dalam bidang sosial, 

ekonomi, politik, dan sebagainya cenderung ingin saling menghancurkan.1 

                              
1 J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari 

Pandangan Al-Qur’an (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996) hlm. 61-62. 
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Kecenderungan seperti di atas sering kita lihat dan dengar di berbagai 

berita baik media cetak maupun elektronik, dimana banyak tayangan berita 

tersebut menghadirkan tentang terjadinya kerusuhan-kerusuhan dengan 

melibatkan banyak massa yang cenderung anarkis. Semisal perkelahian antar 

masyarakat karena adanya fanatik kedaerahan, kesukuan, juga antar aliran-aliran 

keagamaan serta masih banyak contoh kasus yang lain. Maka, ketika terjadi 

permasalahan semacam ini akan memunculkan pertanyaan tentang pihak mana 

yang harus bertanggungjawab terkait kasus tersebut. Disinilah terjadinya 

ketimpangan dalam penerapan sanksi, karena banyak elemen yang ikut dalam 

kejadian tersebut. Sedangkan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya 

Indonesia merupakan negara hukum, dimana dalam setiap perbuatan yang di 

anggap meresahkan masyarakat atau melanggar norma yang ada di dalam 

masyarakat akan dikenai sanksi pidana sebagaimana termaktub dalam 

perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana2, sebagaimana 

tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan boleh 

dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang 

terdahulu dari pada perbuatan itu”.3 

Sedangkan, dalam hukum pidana yang menjadi pokok pembahasan ada 3 

aspek yaitu masalah perbuatan, pertanggung jawaban dan pidana itu sendiri, 

dalam hal ini sanksi yang diberikan terhadap perbuatan pidana tersebut sesuai 

                              
2 Selanjutnya akan disingkat KUHP. 
 
3 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 27. 
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dengan perundang-undangan. Berkaitan dengan ketiga permasalahan tersebut 

dalam dataran pembahasan baik secara teori maupun dalam operasionalnya tidak 

dapat disatukan atau dicampuradukkan satu dengan yang lainnya, karena 

merupakan unsur yang berbeda-beda yang disatukan dalam satu bagian yaitu 

hukum pidana. Kalau dilihat, dalam aturan hukum telah dinyatakan bahwa tidak 

cukup hanya perbuatan saja yang terbukti bagi seseorang untuk dikenakan pidana 

tapi harus ada kesalahan, sebagaimana sebuah adagium menyatakan actus non 

facit reum, nisi mens sit rea, artinya perbuatan tidak membuat orang bersalah 

kecuali jika terdapat sikap batin yang salah4. Artinya untuk menyatakan bahwa 

seseorang telah melanggar hukum pidana dan dikenakan sanksi harus memenuhi 

dua hal pokok sebagai syarat yaitu: 

1.   Orang tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ia benar-benar 

telah melakukan suatu tindak pidana, dan  

2.   Pada saat orang tersebut melakukan tindak pidana harus dibuktikan bahwa ia 

benar-benar merupakan orang yang dapat dipertanggung jawabkan secara 

pidana.5 

Realita hukum pidana yang terjadi di masyarakat tidak semudah yang 

dipaparkan di atas karena banyak permasalahan komplek bermunculan di 

masyarakat terutama di antaranya permasalahan perbuatan pidana yang semakin 

                              
4 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana, Ctk. Pertama, 

(Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 54. 
 
5 Abdul Kholiq, Hukum Pidana (Buku Panduan Kuliah), (Yogyakarta: Fakultas Hukum 

Universitas Islam Indonesia, 2002), hlm. 23.  
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berkembang dan bervariatif seiring dengan perkembangan masyarakat menuju 

era modern, sebagaimana yang diungkapkan Satjipto bahwa “modernisasi 

sebagai suatu proses untuk mencapai modernitas akan senantiasa membawa 

ketidakstabilan dalam masyarakat, oleh karena itu merupakan perubahan dari 

nilai-nilai dan sikap-sikap”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa modernisasi 

turut bertanggung jawab dalam melahirkan banyak bentuk dan jenis 

kriminalitas.6 Hal tersebut berdampak pada keberadaan hukum pidana kita yang 

berbentuk kodifikasi sehingga terkesan stagnan dan kaku.  

 Penegakan hukum menjadi keharusan, sementara yang biasa terjadi 

dalam urusan pengadilan adalah teka-teki. Sering terjadi vonis pengadilan tidak 

seiring dengan rasa keadilan bagi masyarakat. Meminjam istilah Achmad Ali, 

menempatkan hukum untuk hukum dan hukum untuk prosedur harus di ubah 

total jadi hukum untuk mewujudkan rasa keadilan rakyat. Hukum perlu 

dikembalikan pada akar moralitas, akar kultural, dan akar religiusnya.7 

Dalam ajaran agama Islam, masyarakat lebih diutamakan di atas 

perorangan, dan karenanya kepentingan masyarakatlah yang didahulukan bukan 

sebaliknya. Oleh sebab itu setiap kriminal yang dilakukan dan hal tersebut 

mengganggu kedamaian dan ketentraman masyarakat akan dianggap sebagai 

kejahatan terhadap Allah, sang pencipta. Sebagaimana telah diketahui bersama, 
                              

6 Nanda Agung Dewantara, Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan-
kejahatan Baru yang Berkembangan Dalam masyarakat, Ctk. Pertama (Yogyakarta: Liberty, 1988), 
hlm. 46-47. 

 
7
 R Kristiawan, Tajuk Rencana “Pulihkan Kepercayaan Rakyat”,  Kompas, Sabtu 17 april 2010. 

hlm. 6. 
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masyarakat tak berhak zhalim pribadi pada anggotanya jika kepentingan para 

individu itu tidak menimbulkan ancaman terhadap hak-hak orang lain atau 

masyarakat.8 

Dalam kasus perbuatan pidana atau kejahatan massal biasanya identik 

dengan perbuatan main hakim sendiri (eigenrechting), hal ini terjadi berdasarkan 

realitas di masyarakat yang mempunyai latar belakang gerakan yang berbeda 

sebagai alat legitimasi kekuatan agar perbuatan yang dilakukan mempunyai efek 

jera sehingga membuat takut para calon korbannya, biasanya ada yang 

mengatasnamakan komunitas, suatu perkumpulan, ras, suku, agama dan lain-lain. 

Terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh suatu komunitas maupun 

kelompok bagi aparat tidak sulit untuk menindaknya, tapi apabila berkaitan 

dengan ras, suku dan agama apalagi yang berbentuk korporasi (dalam hal ini 

sebuah korporasi) sangat sulit untuk ditindak karena merupakan masalah yang 

sangat sensitif mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen.  

Hukum diturunkan untuk kebaikan manusia itu sendiri, guna memagari 

akidah dan moral. Itulah sebabnya, akhlak jadi tolak ukur bagi semua pekerjaan. 

Selain itu, hukum Islam mengawinkan dunia dan akhirat, seimbang antara 

kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Ia mudah diamalkan, tidak sulit, tidak 

mempersulit dan tidak sempit, serta sesuai pula dengan logika yang benar dan 

fitrah manusia. Manfaat yang diperoleh bagi yang mematuhi suruhan Allah dan 

                              
8 Abdur Rahman I Doi, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, Penerjemah: Wadi Masturi dan 

Basri Iba Asghary, (Jakarta: Rineka Cipta,1992) hlm. 2-3. 
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kemudlaratan yang diderita lantaran mengerjakan maksiat, kembali kepada 

pelakunya sendiri, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok 

masyarakat.9 Pada dasarnya dengan adanya sanksi terhadap pelanggaran bukan 

berarti pembalasan, akan tetapi mempunyai tujuan tersendiri yaitu, untuk 

mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok agama: jiwa, akal, kehormatan 

dan keturunan, serta harta. Lima hal pokok ini, wajib diwujudkan dan dipelihara, 

jika seseorang menghendaki kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. 

Segala upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima pokok tadi merupakan 

amalan saleh yang harus dilakukan oleh umat Islam.10 Sebagaimana firman Allah 

SWT: 

öΝ39ρ ’ Îû ÄÉ$Á) ø9$# ×ο4θŠm ’Í<ρ' ‾≈ƒ É=≈6ø9{$# öΝ6=è9 t βθ)G?11 

Al-Qur'an telah banyak menjelaskan tentang hukum-hukum pidana 

berkenaan dengan masalah-masalah kejahatan. Secara umum, hukum pidana atas 

kejahatan yang menimpa seseorang adalah hukum qisas yang didasarkan 

persamaan antara kejahatan dan hukuman. Di antara jenis-jenis hukum qisas 

                              
9 Nourouzzaman Shiddiqi, Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya, cet.I, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 89. Ta'zir dalam konteks bahasa adalah menolak dan mencegah kejahatan, 
ta,zir  juga berarti memberi pelajaran. Para ulama mengartikan ta'zir dengan hukuman yang tidak 
ditentukan oleh nas dan berkaitan dengan kejahatan. Tujuannya adalah untuk memberi pelajaran agar 
tidak mengulangi kejahtan serupa. Untuk lebih jelas lihat H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah., hlm. 164-165. 

 
10 Satria Effendi M. Zein, “Kejahatan Terhadap harta dalam Perstektif Hukum Islam”, dalam 

Muhammad Amin Suma, dkk, Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek, dan Tantangan, (Jakarta: 
Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 107. 

 
11
 Al-Baqarah (2): 179. 
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disebutkan dalam al-Qur'an ialah: qisas pembunuh, qisas anggota badan dan 

qisas dari luka. Semua kejahatan yang menimpa seseorang, hukumannya adalah 

dianalogikan dengan qisas yakni berdasar atas persamaan antara hukuman 

dengan kejahatan, karena itu adalah tujuan pokok dari pelaksanaan hukuman 

qisas.12 

Untuk mencegah berlanjutnya tindak kekerasan yang melibatkan massa 

tersebut perlu kiranya ditangani secara hukum. Disini penulis mencoba untuk 

mengupas kasus kekerasan yang melibatkan massa tersebut dalam konteks 

hukum dengan menganalisa sanksi dan hubungan antar pelaku dalam perbuatan 

pidana yang dilakukan secara massal menurut doktrin hukum Islam. 

 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah 

sebagai berikut:  

Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban 

pidana bagi pembuat kerusuhan massal? 

 

C. Tujuan dam Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:  

                              
12 Muhammad Abu Zahrah, Uşûl Fiqh, Penerjemah: Saefullah Ma’shum, dkk. (Jakarta: Pustaka 

Firdaus dan P3M,1999), hlm. 134. 
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Menjelaskan tentang pandangan hukum islam terhadap 

pertanggungjawaban pidana bagi pembuat kerusuhan massal. 

2. Kegunaan penelitian  

a. Menambah khasanah kepustakaan ilmu hukum pada umumnya dan 

khususnya berguna untuk mengembangkan materi hukum Islam dalam 

bidang Jinayah Siyasah.  

b. Memberikan kontribusi bagi dunia akademik khususnya Fakultas Syari’ah 

tentang bagaimana seharusnya hukum dalam menyikapi tindak kerusuhan 

massal  yang masih menjadi polemik di masyarakat. 

 

D. Telaah Pustaka 

Dalam khasanah pemikiran ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan 

dengan kasus kekerasan massal. Sejauh pengamatan penulis dalam penelaahan 

terhadap buku-buku, jurnal, artikel, media massa belum pernah dikaji secara 

khusus tentang tema tersebut di atas. Akan tetapi apabila berbicara tentang kasus 

kekerasan massal banyak literatur yang dapat dijumpai di berbagai bahasan 

seperti karya ilmiah, jurnal, komentar para pakar hukum, dan politisi. 

Ada beberapa buku ataupun kitab pandangan para ulama yang membahas 

tentang perbuatan dzalim terhadap manusia, namun di dalamnya belum 

mengupas tentang pertanggungjawaban pidana bagi para pembuat kerusuhan 

massal dalam pandangan hukum Islam. Seperti karya Adhi Wibowo (Program 

Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang) dalam tesisnya 
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yang bejudul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Amuk Massa”. Di dalam 

karyanya tersebut mengkaji tentang hak dan perlindungan yang seharusnya 

didapatkan oleh para korban kekerasan atau amuk massa.13 

Skripsi Muhammad Ihrom, “Tindak Pidana Pembunuhan (Studi 

Komperatif antara Hukum Pidana Islam dengan KUHP)”, membahas tentang 

delik pembunuhan saja secara umum tidak membahas mengenai 

pertanggungjawaban terkait kasus kerusuhan massal.14 

Skripsi Sani Nur Rizal, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap 

Pertanggungjawaban Pidana Delik Penyertaan Pembunuhan”, membahas tentang 

pertanggungjawaban pidana dalam delik penyertaan saja. Secara umum tidak 

membahas tentang pertanggungjawaban pidana bagi para pembuat kerusuhan 

massal.15 

Selain karya-karya di atas penyusun menemukan juga Syafuan Rozi, dkk 

Dalam bukunya yang berjudul “Kekerasan Komunal: Anatomi dan Resolusi 

Konflik di Indonesia”. Di dalam buku tersebut dibahas tentang peran serta negara 

dan masyarakat dalam proses resolusi konflik di daerah rawan konflik.16 

                              
13
 Adhi Wibowo, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Amuk Massa”, Tesis Program Pasca 

Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2001. 
 
14 Muhammad Ihrom, “Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komperatif antara Hukum Pidana 

Islam dengan KUHP)”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Tahun 1997. 
 
15
 Sani Nur Rizal, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Delik 

Penyertaan Pembunuhan”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2005. 
 
16
 Syafuan Rozi, dkk. “Kekerasan Komunal:Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia”, 

(Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006). 



 10

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z Rubin17 dalam buku Social Conflict; 

Escalation, Stalemete and Settlement mengungkap beberapa sumber konflik dan 

pemilihan strategi penyelesaian konflik. Buku ini juga mengurai panjang tentang 

teori-teori konflik sosial yang nantinya sangat membantu peneliti untuk memotret 

bagaimana konflik dan penyelesaiannya dalam perspektif teori konflik sosial. 

Sebagai pendukung refrensi dapat pula disebutkan beberapa buku ataupun 

karya ilmiah yang dapat menunjang penelitian ini, antara lain: Membumikan 

Hukum Islam, karya Topo Santoso18, dan buku Perbuatan Pidana dan 

Peranggung Jawaban dalam Hukum Pidana, karya Moeljatno19 dan buku lain 

yang sejenis. Di dalamnya menjelaskan tentang bagaimana seharusnya hukum 

pidana itu mengatur masalah  pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku 

kejahatan pidana. 

Dari penelusuran dan kajian terhadap beberapa literatur, menarik untuk 

berkesimpulan bahwa kajian tentang pertanggungjawaban tindak pidana bagi 

pelaku kerusuhan massal layak untuk diteliti mengingat pertanggungjawaban 

tindak pidana dalam kasus kerusuhan massal dengan hukum Islam sebagai 

kajiannya merupakan hal baru.  

                              
17 Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z Rubin, Social Conflict; Escalation, Stalemete and Settlement 

(Terj: Teori Konflik Sosial, oleh: Helly P Soetjipto dan Sri Mulyantini) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2004). 

 
18  Topo Santoso, Membumikan Hukum Islam, Ctk. Pertama,( Jakarta: Gema Insani  Press, 

2003). 
 
19  Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Ctk. 

Pertama, (Yogyakarta: Bina Aksara, 1983). 
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E. Kerangka Teoritik 

Hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang dibentuk 

dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban. Suatu peraturan hukum adalah 

untuk keperluan penghidupan di dalam masyarakat demi kebaikan dan 

ketentraman bersama, hukum mengutamakan masyarakatnya bukan kepentingan 

perseorangan atau golongan, hukum juga menjaga hak-hak dan menentukan 

kewajiban-kewajiban anggota masyarakatnya agar tercipta suatu masyarakat 

yang teratur, damai, adil dan makmur.20 

Begitu pula dengan ajaran agama Islam yang memiliki lima prinsip 

(kulliyat al-khams) yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Prinsip pertama adalah jaminan atas jiwa seseorang dari penindasan 

dan kesewenang-wenangan (hifz al-nafs). Prinsip kedua, perlindungan terhadap 

kebebasan berpendapat secara rasional (hifz al-aql). Prinsip ketiga, perlindungan 

atas harta benda sebagai hak milik (hifz al-mal). Prinsip keempat, jaminan atas 

kepercayaan, dan agama yang diyakini (hifz al-din). Sedangkan prinsip kelima 

adalah jaminan atas kelangsungan hidup dan profesi (hifz al-nasl wal-‘irdl). Di 

dalam prinsip-prinsip tersebut telah disebutkan bahwasanya menghormati dan 

menjaga tubuh atau jiwa manusia merupakan tujuan yang sangat penting dalam 

Islam.                                                    

                              
20  S. Wiratmo, Pengantar Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Lukman Ofset, 1979), hlm. 20. 
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Hukum mengatur segala aspek kehidupan baik yang bersifat publik dan 

privat, salah satu persoalan yang muncul ke permukaan dalam kehidupan 

masyarakat adalah tentang kejahatan. 

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku 

di suatu negara termasuk Indonesia, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-

aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 

yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi 

barang siapa yang melanggar larangan tersebut; menentukan kapan dan dalam 

hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat 

dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan; dan menentukan 

dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada 

orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.21 

Suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila terdiri dari 

unsur-unsur sebagai berikut22: 

1. Unsur melawan hukum; 

2. Unsur kesalahan; 

3. Unsur gangguan/bahaya/merugikan. 

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang biasa digunakan untuk tindak 

pidana yaitu jarimah dan jinayah. Jarimah adalah perbuatan-pebuatan yang 

dilarang oleh syara’ yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta’zir, 
                              

21 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 1. 
 
22 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana, hlm. 63. 
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sedangkan jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan 

tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Akan tetapi kebanyakan fuqaha’ 

menggunakan istilah jinayah hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam 

keselamatan jiwa, seperti penganiayaan, pembunuhan dan sebagainya. Selain itu 

terdapat fuqaha’ yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan 

yang diancam dengan hudud dan qisas saja.23  

Suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah karena perbuatan tersebut 

merugikan terhadap tata aturan masyarakat, kepercayaan dan agamanya, harta 

benda, nama baiknya, serta pada umumnya merugikan kepentingan dan 

ketentraman masyarakat.24  

Di dalam hukum Islam itu sendiri kejahatan dibagi menjadi tiga (3), 

yaitu25: 

1. Kejahatan hudud adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum 

pidana Islam, yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan hak Allah dan 

hukumanya ditentukan oleh Allah. Yang terolong kejahatan ini adalah riddah 

(murtad), al-bagi (Pemberontak), zina, qaźaf (tuduhan palsu zina), sariqah 

(pencurian), Hirabah (Perampokan), dan şarb al-khamr (Meminum Khamr). 

                              
23 Ahmad Djazuli, Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam) (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 1. 
 
24  Ahmad Wadi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2004), hlm. 14. 
 
25 Topo Santoso, Membumikan Hukum Islam, hlm. 22-23. 
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2. Kejahatan Qisas sasarannya adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau 

tidak sengaja yang dikenal dalam hukum modern sebagai kejahatan manusia 

atau crime against persons, yang tergolong kejahatan ini adalah: pembunuhan 

dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena 

kealpaan, penganiayaan, menimbulkan luka atau sakit karena kelalaian, 

3. Kejahatan Ta’zir yaitu landasan dan penentuan hukumnya didasarkan pada 

ijma’ (konsensus) berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan 

kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang 

menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial dan 

moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. 

Dalam kajian hukum Islam maupun hukum pidana positif tidak hanya 

berbicara masalah perbuatan saja yang apabila sudah memenuhi unsur tersebut 

bisa dijatuhkan sebagai konsekuensi yang telah ditetapkan dalam peraturan 

hukum pidana, ada satu permasalahan yang menjadi pokok dan mendasar dalam 

hukum pidana yaitu masalah pertanggungjawaban pidana. 

Menurut Ahmad Hanafi26, pertanggungjawaban pidana dapat ditegakkan 

atas tiga hal, yaitu: 

1. Adanya perbuatan yang dilarang. 

2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri. 

3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut. 

                              
26  Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 173. 
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Untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari 

pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut27: 

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat 

Menurut para ahli sarjana bahwa untuk adanya kemampuan 

bertanggungjawab harus ada28: 

a) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan 

buruk: yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. 

b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan 

tentang baik buruknya perbuatan tadi 

2. Hubungan antara batin pelaku dengan pebuatannya yang berupa kesengajaan 

(dolus), atau kealpaan (Culpa) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan 

3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.29 

Seiring dengan perkembangan zaman, maka masalah kejahatan 

merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia karena ia berkembang 

sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia, sehingga banyak 

permasalahan pidana yang muncul belum diakomodir oleh hukum pidana, hal ini 

terkait dengan maraknya tindakan kriminal yang dilakukan dan mereka bergerak 

                              
27 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana..., hlm. 62. 
 
28  Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana ... hlm. 165. 
 
29  Muladi dan Dwidja Priyanto, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana, Ctk. 

Pertama, (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991) hlm. 60. 
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secara berkelompok atau lebih dikenal dengan massa, dimana hal ini meresahkan 

warga masyarakat. 

Gerakan kelompok massa selalu ditandai dengan tiga ciri yang 

menjadikannya satu kesatuan yang kuat untuk bertindak, diantaranya yaitu30: 

1. Anonimitas, adalah memindahkan identitas dan tanggung jawab individu ke 

dalam identitas dan tanggung jawab kelompok 

2. Impersonalitas adalah dimana hubungan antar individu di dalam massa 

dengan individu di luar massa (misal aparat polisi) menjadi sangat 

impersonal, bisa jadi mereka bertetangga, berkawan atau mempunyai 

hubungan darah, tetapi ketika saling berhadapan hubungan itu berlarut 

menjadi impersonal antagonis. 

3. Sugestif dan menular yaitu dimana ucapan atau tindakan yang dilakukan oleh 

salah satu individu (apalagi dianggap sebagai pemimpin), bisa sangat sugestif 

dan mempunyai daya penularan yang sangat kuat bagi individu-individu lain. 

 Dengan ketiga ciri kelompok massa tersebut di atas bisa menggiring 

terciptanya tindak kekerasan, agresivitas dan perusakan atau amuk massa. Dan 

dalam kasus kerusuhan tersebut bisa memunculkan tindak pidana atau jarimah. 

Perbuatan baru dianggap jarimah apabila perbuatan itu dilarang oleh syara’ dan 

diancam dengan hukuman. Dengan demikian apabila perbuatan itu tidak ada 

larangannya dalam syara’ maka perbuatan tersebut hukumnya mubah, sesuai 

dengan kaidah yang berbunyi: 
                              

30  Korupsi, Amuk Massa dan Dagelan Hukum, terdapat dalam http://antikorupsi .org/mod 
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31 ا������ ��� �
� ا�� ل �� �� ا��	� ا��
	ء �� ا���   

Dengan melihat permasalahan di atas, dimana dalam perbuatan pidananya 

dilakukan oleh lebih dari satu orang, dalam hukum pidana Islam apabila suatu 

jarimah dikerjakan oleh beberapa orang maka kerjasama yang ada menjadi empat 

kategori: 

1. Pembuat melakukan jarimah bersama-sama orang lain (memberikan 

bagiannya dalam melaksanakan jarimah) artinya secara kebetulan 

melakukan bersama-sama. 

2. Pembuat mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melaksanakan 

jarimah. 

3. Pembuat menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan jarimah. 

4. Memberikan bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya jarimah dengan 

berbagai cara tanpa turut berbuat jarimah. 

Selain itu hukum islam mengenal tentang pembagian bentuk pelaku 

tindak pidana penyertaan menjadi dua kelompok, yaitu orang yang turut berbuat 

secara langsung dalam melaksanakan jarimah disebut syarik Mubasyir dan 

perbuatannya disebut isytirak-mubasyir dan orang yang tidak turut berbuat secara 

                              
31
 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat, (Jakarta: 

Penerbit Sinar Grafika, 2006) hlm. 10, disitir dari Jalaluddin Asy Syuthi, AL Asybab wa an-Nazhair, 
Dar al Fikr, hlm. 43. 
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langsung melakukan jarimah disebut syarik mutasabbib, dan perbuatannya 

disebut isytirak ghairul mubasyir atau isytirak bit-tasabbubi.32  

Sehubungan dengan permasalahan kerusuhan massal yang dalam 

perbuatannya dilakukan lebih dari satu orang dan perbuatan tersebut terjadi 

akibat reaksi massa secara langsung ataupun massa yang terkoordinir. Maka, 

penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi 

pembuat kerusuhan massal menurut hukum islam. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini masuk pada jenis penelitian kepustakaan (library 

research),33 yakni suatu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai 

sumber datanya.34 

2. Sifat Penelitian 

Jika dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini masuk pada sifat penelitian 

eksplorasi, yaitu penelitian terhadap masalah baru, isu baru, dan judul 

penelitian yang belum banyak diketahui.35 Atau dapat juga dimaksudkan 

                              
32  Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam,... hlm. 154-155. 
 
33  Winarno Surakhmat, “Penelitian Ilmiah”, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm.251. 

 
34  Sutrisno Hadi, “Metodologi Research”, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9. 

 
35  Suharto dkk, “ Perekayasaan Metodologi Penelitian”, cet. ke-1, (Yogyakarta: Andi Offset, 

2004), hlm. 15. 
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sebagai bentuk penyelidikan sebuah masalah yang belum jelas.36 Sehingga 

dari penyelidikan itu nantinya akan menghasilkan sebuah kepastian hukum 

yang bisa memberikan manfaat buat penulis khususnya dan pembaca pada 

umumnya. 

3. Tehnik Pengumpulan Data. 

a. Sumber data primer, mengambil objek kajian utama melalui ketetapan al-

Qur’an dan al-Hadis serta undang-undang hukum positif yang memiliki 

keterkaitan dengan permasalahan kekerasan massal. 

b. Sumber data sekunder, berupa kajian kepustakaan, telaah dokumen37, 

penelusuran naskah, yakni dengan cara mengambil dan menelusuri buku-

buku, makalah, kamus, ensiklopedia dan artikel yang ada relevansinya 

dengan masalah-masalah yang dibahas. 

4. Pendekatan Masalah 

Menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu menggunakan tolak 

ukur dari ketetapan norma-norma agama berupa al-Qur’an dan hadis berikut 

hukum, teori, dan perundang-undangan yang ada sebagai landasan 

pembenaran dari masalah yang menjadi bahasan, sehingga memperolah satu 

kesimpulan yang benar dan selaras dengan ketentuan syara’ dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

                              
36  Kamus Ilmiah Populer, Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, (Surabaya: Arkola, 1994), 

hlm. 136. 
 

37  Tatang M. Amier, “Menyusun Rencana Penelitian”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
1995), hlm. 94. 
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5.  Analisa Data 

Analisa data merupakan tahap rumusan terhadap seluruh data yang telah 

diidentifikasikan dan terorganisir guna mendapatkan sebuah kesimpulan yang 

benar. Dalam hal ini metode yang digunakan adalah metode deduktif. Analisa 

deduktif merupakan sebuah langkah analisa data dengan cara menerangkan 

beberapa data yang bersifat umum untuk kemudian diambil satu kesimpulan 

agar lebih jelas isi data yang digunakan bahasan. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan skipsi ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing bab 

dirinci menjadi beberapa sub bab: 

Bab Pertama merupakan pendahuluan, yang berisi pengertian tentang 

hukum pidana, objek kajiannya, pokok masalah, tujuan dan kegunaannya, telaah 

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan. 

Bab Kedua berisi tentang pengertian, unsur-unsur dan bentuk-bentuk dari 

perbuatan pidana, serta  pengertian tentang kerusuhan massal, faktor-faktor yang 

mempengaruhinya dan dampaknya bagi korban kerusuhan massal. 

Bab Ketiga membahas mengenai pertanggung jawaban pidana bagi 

pelaku kerusuhan massal, yang berisi tentang hubungan antar pelaku kerusuhan 

massal dalam doktrin hukum pidana, serta sanksi pidana bagi pelaku kerusuhan 

massal. 
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Bab Keempat adalah tentang tinjauan hukum islam terhadap pelaku 

kerusuhan massal berisi analisis tindak pidana kerusuhan massal dalam hukum 

islam dan analisis pertanggungjawaban pidana serta sanksi pidana kerusuhan 

massal dalam hukum islam. 

 Bab kelima adalah penutup yaitu berisi kesimpulan dan saran-saran.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Secara keseluruhan, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan pembahasan terhadap 

pokok permasalahan tersebut dapat di ambil kesimpulan, bahwa: Kerusuhan atau konflik sosial 

adalah suatu kondisi dimana terjadi huru-hara/kerusuhan atau perang atau keadaan yang tidak 

aman di suatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, ataupun 

organisasi tertentu. Sebagai contoh, kerusuhan semacam demonstrasi namun diiringi oleh tindak 

kekerasan fisik seperti pengrusakan, penjarahan yang didasarkan atas sebuah perencanaan, 

kesengajaan maupun spontanitas. Maka, kerusuhan tersebut merupakan bentuk konflik yang 

berintensitas tinggi.  

Dalam kasus kerusuhan dengan melibatkan massa semacam demonstrasi yang diiringi 

dengan tindak kekerasan fisik yang menjadi persoalan selama ini adalah permasalahan 

bagaimana dalam hal penegakan hukum bagi massa yang banyak dan tidak jelas berapa banyak 

pelaku yang terlibat didalamnya, sehingga hal ini menyulitkan dalam menentukan siapa yang 

berbuat dan sebatas apa perbuatan yang dilakukan. Walaupun sebenarnya dalam hukum pidana 

untuk perbuatan pidana yang pelakunya lebih dari satu orang terdapat pada delik penyertaan 

tetapi dalam delik juga tidak dapat mengakomodir dalam penegakan hukumnya. Berdasarkan 

pokok permasalahan yang ada tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pembuat 

kerusuhan massal, maka untuk dapat di pidananya pelaku kerusuhan massal itu ada dua kriteria 

yakni pelaku kerusuhan yang tidak terorganisir dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya 

ketika pelaku sudah di tangkap dan dapat dikenai sanksi secara personal, sedangkan pada 
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kerusuhan massal yang terorganisir pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada ketua 

atau penanggungjawab kelompok sebagai dalang dari kerusuhan yang ada. 

Hal tersebut dapat dilihat pada pembagian tentang penyertaan dalam melakukan tindak 

pidana, yang mana dalam hukum positif penyertaan itu dibagi dalam dua hal, yaitu: Pembuat 

atau dader (terdiri dari: pelaku atau pleger, yang menyuruh lakukan atau doenpleger, turut serta 

atau medepleger serta penganjur uitlocker), yang kedua adalah pembantu atau medeplichige, 

dalam KUHP pembantu dibagi menjadi dua, yaitu: pembantuan saat kejahatan dilakukan dan 

pembantuan sebelum kejahatan dilakukan. 

Pada kasus kerusuhan dengan massa yang terbentuk secara terorganisir maka berlaku 

delik penyertaan turut serta (medepleger), dan untuk perbuatan yang dilakukan secara massal 

dengan massa yang terbentuk tidak secara terorganisir maka berlaku delik penyertaan 

menganjurkan (uitlokker). Sedangkan untuk pembantuan (medeplichtigheid) berlaku bagi semua 

bentuk penyertaan karena bentuk penyertaan ini hanya sebagai pelengkap saja dan diluar dari 

sistem perbuatan yang dilakukan. 

Sedangkan dalam hukum Islam penyertaan itu terbagi, antara lain: pelaku yang berbuat 

langsung (mubasyir) dan pelaku yang berbuat tidak langsung (ghoiru mubasyir). Untuk pelaku 

yang berbuat langsung dalam kasanah keislaman dibagi menjadi dua, yakni: al-tawafuq dan al-

tamalu’. Al-Tawafuq adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama 

tanpa kesepakatan sebelumnya. Jadi, kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh psikologis dan 

pemikiran yang datang secara tiba-tiba. Sedangkan Al-Tamalu’ adalah kejahatan yang dilakukan 

oleh beberapa orang secara bersama dan terencana. Dari pengertian tersebut, maka kasus 

kerusuhan massal masuk dalam kategori kasus kebetulan (tawafuq), yang mana para pelaku 

kerusuhan itu berkumpul tanpa ada permufakatan (persepakatan) sebelumnya dan melakukan 
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tindakan kekerasan berdasarkan dorongan pribadi dan pikirannya secara spontanitas. Pada kasus 

ini-dan yang semisalnya- diartikan bahwa di antara para pelaku terjadi secara kebetulan. Karena 

itu, masing-masing dari mereka hanya bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak 

menanggung akibat perbuatan orang lain. 

Selain itu dalam hukum pidana baik hukum positif maupun hukum islam dalam 

permasalahan pertanggungjawaban pidana, seseorang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana 

harus memenuhi tiga hal, yaitu: 1) adanya perbuatan terlarang, 2) mempunyai keinginan dan 

kemauan, dan 3) mengetahui akibatnya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan di atas ada beberapa saran yang perlu di ajukan antara lain: 

1. Dalam persoalan kerusuhan massal diharapkan peran serta aparat hukum untuk mampu 

mengatasi hal tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. 

2. Untuk sanksi pidana baik hukum positif maupun hukum islam, hakim diharapkan 

mampu memberikan keadilan yang seadil-adilnya sesuai tingkat kesalahan yang telah di 

berbuat oleh pelaku pidana. 

3. Diharapkan pada Fakultas Syari’ah dan hukum pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya agar mampu mengatasi kasus kerusuhan massal dengan berpedoman pada 

peraturan yang berlaku di Negara Indonesia. 

4. Bagi mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum dan khususnya Mahasiswa Jinayah 

Siyasah yang akan melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan kasus kerusuhan 

massal, penulis menyarankan agar hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan. 
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